SALINAN

KABUPATEN PRINGSEWLU
PROVINSI LAMPIUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWL]
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PRINGSEWUL TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FRINGSEW1],

a. bahwa dalam rangka petivelenggaraan
pemerintahaan, pengelolaan pembangunan dan
pelavanan kepada masyarakat, maka perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
untuk kurun waxtu 5 (lima} tahun yang merupakan
perjabaran visi, misi dan prograni Bupati dan Waldl
Bupati terpilih;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263
ayat (3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Femerintah Daersh, perlu menetapkan
Rencana Pembangunan Jamgka Menengah Daerah
Kabupaten Prongsewu Tahun 2017-2022 sebagai
dokumen perencanaan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana
Pembatigunan Jangka Menengah Daerah Kabupaien
Pringscwu  Tahun 2017-2022 dengan Peraturan
Naerah;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c,
perlu  menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jengka Menengah Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022;

1. TUndang-Undang Nnemor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nurmor 4287);




10,

11.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem ° Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonecsia Nomor 142 1};

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor [26,
Tamhbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomaor 44.3R8)

Undang-lindang Neomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Fembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nemor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4725(;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembkentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan DPublik (Lembaeran Negara  Republik
Indanesia Tahun 2009 MNomor 112, Tambahan
Lembaran Negaira Republik Indonesia Nomor 3038,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Lndangan
{Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2011
Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undeng Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Romor 5435);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
schagaimana telah beberapakali dizbah, terakhir
dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5679);



12.

13.

14

ib.

6.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubenur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tehun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20035
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tabun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenpggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Peanerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lembaran MNegara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembauuan Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWHN) (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor <43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomwr 5539) sebagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20135
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717|;
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20,
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27.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat daerah (Lemmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5B87);

Peraturan Menterd Dalamw Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentulkan Produk Hukum Daerah
(Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 20.36);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Ewaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Derah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsgi Lampung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampurng Nomor 314);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tenlang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomeor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor & Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015
2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Larnpung Nomor 404};

Peraturan Daersh Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 201C tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07};

Peraturan Daersh Kabupaten Pringsewu Nomor 02
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pringsewu 2009-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Fringsewu Tahun 2012 Nomor 02);

Peraturan Daersh Kabupaten Pringsewu Nomor O3
Tahun 2012 tentang Rcncana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2005
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2012 Nomor 03);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tzhun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu 2011 -
2016 ({Lembaran UDaerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2012 Nomor 1&});

29. Peraturan Daerah Kabupailen Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomeor
16J;

Dengan Persetujuan Bersarma
LEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU
dan

BUPAT] PRINGSEWIL]

MEMUTIUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 — 2022,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
Bupati adalah Bupati Pringsewn.

Organisasi Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah
unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahati yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesegjahteraan measyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapanpgan berusaha, alkses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangiunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu linglungan wilayah/daerah dalam jangka waltu
terterntu.



10.

11.
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13.

14,

15,

16.

17.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ksabupaten
Pringsewu Tahun 2005 - 2025, vang selanjutnya disingkat sebagai
RPJPD adalah dokumen Ferencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pringsewu untuk periode 20 {dua puluh tahun terhitung
scjak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jungka Meaengah PDaerah Xabupaten
Pringeewu, vang selanjuinya disingkat RPIMD adalah dakumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima)
tahunan yang merupaksn penjabaran dari visi, misi dan program
Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPFD Kabupaten serta
memperhatikan RPJMD Provinai dan RPJM Nasional.

Rencana Kega Pemerintalr Daerah Kabupaten Dringsewu yeng
gelanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu} tahun atau disesbut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.

Rencana Strategis OPD Kabupaten Pringsewu yang selanjuinya
disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OFD
untuk periode 5 (limna) tahul,

Kencana Kerja OPD Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkal
Renja OPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satn) tahun.

Vizi adalabh mmurssn umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan masi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang dizmbil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan olch instansi pemerintah /lembaga untuk
mencapal sasaran dan tujuan serta mempercleh alokasi anggaran

atav kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

" dengan HBappeda atau sebutan lain adalah perangkar daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang
perencanaan.

BAB 1}
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu periode 2017-2022
dilaksanakan sesual Jdengan REJMD Kabupaten Pringsswu Tahun 2017-
2022.



Paaal 3

1} REJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

visi, misi dan program Kepala Daerah;

arah kebijakan keuangan daerah;

strategi pembangunan daerah;

kebijakan umum;

program Peranglcat daerah;

prograin lintas Perangkat daerah;

program kewilayahan;

. rencana kenja dalamn kerangka regulasi yang bersifat indikatf; dan

rcncana kerja dalarn kerangha pendanaan yvang bersifat indikatif,

(2] RPJMD aebagaimana dimaksud dalam ayat (1} tercantum pada
Lampiran yang merapakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

TR AN oY

Pasal 4

(1) RRIMD meniadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD Kabupaten
Pringsewu.

(2) RPFIMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

(3) RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyzlenggaraan
pemeriritahan daerah.

Fasal 5

(1} Perencanasn pembangunan daerah menggunakan data dan informasi
perencanasm pembangunan daerah, serta rencana tata ruang vang
dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

{2} Pemcrintah Dacrah mongembarighan dan mengelola sistemn imformasi
pembangunan daerah.

BAB IlI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

{1) Bupati melakukan pengendalian dan evaliaei RPJIMD.

(2] Pengendalian sehagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi
pengendalian terbhadap:
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

{3} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi
terhadap:
a. kebijukan perencanasn pembangunan daerah;
b. pclaksanaan rencana pembangunan decrah; dan
¢. hasil rencana pembangunan daerah.

(4 Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan olch
Bappeda untuk keseiurithan perencanaan pembangunan daerah dan

oleh Kepala Orzganisasi Perangkat daerah untuk program sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.




(5]

Evaluasi oleh Bupat dalam pelaksanaannya dilakukan olah Bappeda
untuk Lkeseluruban perencanaan pembangunan daerah dan oleh
Kepala Organisasi FPerangkat daerah untuk capaian kinega
pelaksanaan program perangkat daerah periode sebelumnya.

Pasal 7

Perubahan REJMD haaya dapat dilakukan apabila:

.

(1)

(2}

{1)

(2]
(3}

hasil pengendalian dan  cvaluaai menunjukkan bahwa proses
perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencanga pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan,

hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumnuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

merugikan kepentingan nasional.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

Dalam proses perencanaan, peliaksanaan, pemonitoran dan
pengevaluagian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi
masyaralat,

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sehagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah Daerah:

a. menyampaiken informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada masyarakat;

b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat uniuk berperan
aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui
dukungan pengembuangan kapasitas masyarakat;

c. mengcmbangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan
keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi
kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau

d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuarn peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pringsewu yang
beraifat sektoral yang sudah ada dan masih berlaku wajib disesuaikan
dengan RJPMD ini paling lambat 1 {satu) tahun sejak diundangkan.
RKP1} Tahun 2018 wajib disesuaikan dengan RJPMD ini paling lambal
2 (dua} bulan scjak diundangkan.

Sebelum RPIJMD periede herikutnya ditetapkan, penvusunan REKPD
!:ahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman kepada RPJMD
ini.



[4) RKPD sebagaimsna dimaksud pada ayat {1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikuinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada =ast Peraturan Daerah ini mulai bherlaku, semna produk hukum
daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan
perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Pringsewu wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengatursnnya dengan  Peraluran
Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setinp orang dapat mengetahminya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lLembaran Daerah
Kabupaten Pringsewa.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEW1,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
dto
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOK
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,

L8




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Sesunai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Iidonesia
Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Pemberian otonomi fuas kepada daerah diarahkan untuk
memperecpat terwujudnya kesejahtciaan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam linglungan
strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Dacrah
pada negara kesatuan merupakan satu kesstuan dengan Pemerintahan
Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah
merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satw kesatuan dalam
sistermn pcrencanaan pembangunan nasivnal, Perencanaan pembangunan
daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanaksan berdasarkan kondisi dan
potensi  yang dimiliki masing-masing daergh, sesuai dinamika
Twerkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Pringsewu dibenmuk dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
Pembentukan Kabupaten Pringsewu dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasvarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah
untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi
dan mencspai maksud pembentukannysa, Kabupaten Pringsewu harus
memiliki RPJMD sebagal dokumen perenconesn pembengunan jangka
menengah,




RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Dacrah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kehijalean, pemhangunan
dacrah, keuangan daerah, indikator kinerja daerah serta program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah vang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indlkatif unmik jangka waktu 3 (lima) iahun
vang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan
RPJMN,

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerntahan Dasrah, terjadi beberapa perubahan mendasar. Seperti
penigalihan urusan antar tingkatan pemerintzhan. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan
pelaksanaannya, sebelumnya menjadi salah satu landasan yurndis
fundamental dalam penyusunan RPJMD. Masalah yang timmbul adalah
belum adanya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 terkait pedoman teknis penyusunan perencanasn pembangunan
daerah.

Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Fahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menvatakan bahwa, semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan
masih tegap berlaku sepanjang belum digantd dan tidak bertentangan
dengan Lketentuan delam Undang-Undang ini. Oleh Lkarena itu,
penvusunan dokumen RPIJMD Kabupaten Pringsewn 2017-2022
bempedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
lahapan, l'ata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dacrah, FPermendagri Nomer 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Womor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Avat (1]
Hurufa.
Vigi, misi dan program Kepala Daerah merupakan
keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai
upaya vang akan dilakukan melalui program-program
pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah



Huraf b.

Areh kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman
dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewsjiban
daerah dalam rangka penvelenggaraan hidang uruasan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban dacrah
tersehut.

Hurufc.

Sartegi pembangunan daerah merupakan langkah-
langkah berigikan program-pregram indikatif untulc
mewujudkan visi dan misi dalam rangka psmanfaatan
sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek
pendapatan. kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun petingkatan indeks pembangunan manusia.

Hurufd.
Kehijakan umum memberikan arah perumusan rencana,
program prioritas pembangunan yang disertai kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi
pedoman hagl perangkat daerah dalam menyusun
progiram dan kegiatan Renstra SKPD.

Hurufe.
Program perangkat daerah merupaksn program yang
dirumuskan berdasarkan tugas den fungsi Perangkat
daerah vang memuat indikator kinerja, lokasi program.,
tahun pelaksaraan dan sumber daya yang diperlukan.

Huruf 1.
Program lintas perangkat daerah merupakan program
yang melibatlkan lebih dari satu perangkat dserah untuk
mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan
termasuk indlkater Xinerja, lokasi program, tahun
pelaksanaan dan sumber daya vang diperlukan,

Huruf g,

Program kewilayahan merupakan program
pembangunan dasrah untuk terciptanya keterpaduan,
keserasian, keseimbangan laju  pertumbuhan  dan
keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antar
kawasan dalam Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota
atau antar Kabupaten;Kota ¢i wilayah Provinsi ataux
dengan Provinsi lainnya berdasarkan rencana tata miang
wilayah.



Huruf h.
Rencana kerja dalam kerangka regulasi merupakan
dasar hukum atau kebijakan yvang dijadikan landasan
perumusan dan pelaksanaan preogram pembangunan
daerah.

IIuruf i.
Rencana kerja dalam kerangka pendanaan vang bersifat
indikatif, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan
program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif
berdasarkan prakiraan TILaj u dan sumber
pendanasnnys, untuk mencapai target dan sasaran

vang ditetapkan.
Ayat (2}
Cukup jelaa
Pasal 4
Ayat (1]

Perumusan Rensira SKEPD inerupakan proses yasg tidak
terpisahkan dengan tahap perumusan RPJMD; dan

Renstra SHKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan propram yang
ditetapkan dalam RPJMD gesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat {2)

Yang dimaksud RPJMD Kabupaten Pringsewu menjadi

pedoman dalam penyusunen RKPD dilakukan dengae

penyelarasan:

d. privrilas den sasaran  pembangunan  labunan  daerah
kabupaten dengan programm pembangunan daerah yang
ditetapkan dalam RP.JMD Kabupaten; dan

b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah
kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yvang
ditetaplan dadarmn RPJMD Kabupaten.

Ayat {3)
Didalam KPJMD Kabupaten Pringsewu tertuang Indikator
Kineyja Daerah, sedangkan RPJMD Kabupatenn Pringsewu
merupakan dokumen perencanaan. (OYleh karena ita, Indikator
Kinega Daerah dapat digunakan untuk mengukur sejauh
mana keberhasilan penyelenggarsan Pemerintah Daerah.

Pagal 5
Ayat {1)
Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliput:
a. penyelenggaraen Pemerintah Dacrah;
b. orgamisas dan tatalakssana pemerintahan daerah;
¢. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan Pegawai
Negeri Sipil Daerah;



keuangan daerah;

potensi sumber daya daerah;

produk hukum dasrah;

kependudukan;

informasi dasar kewilayahan; dan

mtormasi lain terkait dengan  penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

- LN Y

Avat {2)

Dalarn rangka pengelclaan dan pemanfaatan data dan
informoasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem
informasi perencanaan pembangunan daernh. Sistem
informaei perencanaan pembangunan daerah merupakan
subsistern dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan
yang utuh dan tdak terpisahkan.Peranglat dan peralatan
sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus
memenuhi standar yang ditentiakan aoleh Menteri terkast
perperintahan daerah.

Sisteny Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
suatu  prosegs  penguimpulan, pengolahan, penyimpanan,
pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data
tertente yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang
perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
hurufa
Cukup jelas
buruf b
Culkup jelas
huruf ¢
Yung dimasksud dengan perubahan yang mendasar mencakup
antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ckonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
huruf d
Yang dimaksud dengan memnigikan kepentingan nasional
apabila bertentangan dengan kebijakan nasional,
Pasal 8

Fartisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk
menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannva dalam
penyelenggaraan Pernerintahan Daerah.




Pasal 9

Ayat {1)
Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat
ssktoral adaiah  perencanaan  pembangunan  adalah
perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan
sektor vang hanyva melingkupi satu sektor pembangunan saja.
Misal; pembangunan sektor pertarian, pembangunan scktor
patriwisata, pembangunan industri dan sebagainya.

Avat (2)
RKPD 2018 merupakan acuan penyusunan APBD 20t8.
Sedangkan APBD 2018 merupakan landasan pembiaysan
pelaksanaan program RPJMD di Tahun 2018,

Avat (3)
Cukup jelas

Avat (4}
Cukup jelas

Terkait perencanzan pembangunan desa. didalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 79 ayal {1) menyebuikan
bahws Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan
Desa sesuai dengan kewenangannva dengan mengacu peda
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 79 ayat (2]
menyebutkan Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah {RPJM)] Desa dan Rencana Kerja
Pemernintah (RKP) Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 ‘lahun 2014 Tenmmng Peraturan
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 Tontang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 117
Ayat (1] denpan tegas menyatakan hahwa FPIM Desa mengacu pada
RPJM Kabupaten /Kota.

Pasal 10

Culkup jelias

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR
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